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Kata Pengantar 
 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, penyusun telah 
menyelesaikan suatu buku Perpajakan di Indonesia. Buku ini disusun berdasarkan 
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tahun 2010, selain itu buku ini 
disediakan pula contoh-contoh soal di bidang perpajakan beserta petunjuknya sehingga 
sangat mudah dipahami oleh para pembaca. 

Praktik perpajakan di Indonesia saat ini telah berkembang begitu pesat mengikuti 
perkembangan zaman saat ini. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan 
pajak yang ditargetkan oleh Dirjen Pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak di 
Indonesia. Dengan peningkatan jumlah wajib pajak ini maka akan ada tuntutan bagi 
wajib itu sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajaknya, karena 
sistem perpajakan di Indonesia lambat-laun secara global sudah mengarah pada self 
asessment system. Kebanyakan masyarakat masih awam terhadap perpajakan. Untuk 
itulah, penulis mencoba menulis sedikit tata cara dan prosedur perpajakan di Indonesia.  

Buku ini secara langsung telah direview oleh pegawai pajak dibagian Tax Audit 
Bapak Tirsono, Msi, Akt, untuk itu penulis meng-ucapkan banyak terima kasih. Penulis 
menyadari masih banyak kekurangan dalam menyajikan buku ini, maka penulis mohon 
kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas buku Perpajakan di Indonesia ini. Semoga 
buku ini dapat berguna bagi semua pemakai dan penulis. Amin. 

 

        Semarang, November 2010 
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